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Sistem perpajakan di Indonesia adalah self-assessment. Wajib Pajak 
melaksanakan sendiri hitung, setor, dan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dan 
Wajib Pajak wajib patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 
Penetapan Badan sebagai subjek pajak pada awalnya adalah hasil adopsi prinsip 
dalam hukum perdata yaitu bahwa Badan adalah subjek hukum. Kedudukan 
pengurus sebagai wakil Wajib Pajak Badan membawa kosnsekuensi bahwa 
pengurus adalah penanggung pajak sehingga pengurus bertanggungjawab secara 
pribadi dan renteng untuk pelunasan utang pajak badan. 
Wajib Pajak Badan bertanggungjawab untuk teliti serta berhati-hati dalam 
mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan undang-undang perpajakan, selalu objektif dan bertanggung jawab 
memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan karena pemenuhan kewajiban 
tadi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak Badan. 
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan 
Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan 
tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
pemeriksaan. 
 








The tax system in Indonesia is self-assessment. Tax Payers carry out 
their own calculations, deposits, and report the Annual Income Tax Return in 
accordance with the provisions of the tax laws and tax payers must carry out its 
obligations as a Tax Payer. Determination of the Corporate as a tax subject was 
originally the result of adoptation of the principle in civil law namely that the 
Corporate is a legal subject. The position of the board as the representative of the 
Tax Payer of the Corporate carries the consequence that the board is the Tax 
Payer so that the board is personally and jointly responsible for the settlement of 
the corporate tax debt. 
Corporate Tax Payer must be careful in filling the Annual Income Tax 
Return in accordance with the provisions of the tax laws, be objective and 
responsible in fulfilling obligations as a Tax Payer of the Corporate because the 
fulfillment of such obligations is the responsibility of the Tax Payer of the 
Corporate. 
Law number 6 year 1983 regarding General Provision and Taxtation 
Procedure as most recently amended by Law number 16 year 2009 states that the 
Tax Payer may correct the Notice that has been submitted by submitting a written 
statement, provided that the Director General of Tax has not taken action 
examination. 
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Bahwa Wajib Pajak Badan dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan 
pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, kepada Wajib Pajak, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 
4.1.1 Bentuk tanggung jawab Wajib Pajak Badan sebagai Wajib Pajak adalah 
administrasi menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pembetulan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama satu Tahun 
pajak dilakukan dengan cara memberikan pernyataan tertulis dalam 
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan tadi 
4.1.2 Sanksi bagi Wajib Pajak Badan atas pengisian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah :  
a. pengenaan sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara dan 
b. pengenaan sekaligus berupa pidana kurungan dan denda atau 





4.2.1. Wajib Pajak Badan wajib teliti serta berhati-hati dalam mengisi Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan 
undang-undang perpajakan, selalu objektif dan bertanggung jawab 
memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak karena pemenuhan 
kewajiban tadi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak Badan. 
4.2.2. Apabila Wajib Pajak Badan tidak teliti serta berhati-hati dan tidak 
melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
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